SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR b2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Menimbang

> -

L d »

Mengingat

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara scbagaimana tclah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 dan Pasal 12 Pecraturan Menteri Keuangan

Nomor Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Sctiap

Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa

Setiap Desa, perlu menctapkan Peraturan Bupati

Situbondo tentang Tata Cara Pembagian dan Penctapan

Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018,;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Necgara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
scbagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan - Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Kéuangan Nomor
225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1970);




Menetapkan

10.

11.

12.

13.
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik
Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata
Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana
Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1884);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/
2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut
Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 11);
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017
Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati,
atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat
penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank
Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa. \

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi
Kuasa BUN.



BAB I1
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Situbondo
Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi; dan
c. Alokasi Formula.

Pasal 3
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per
kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah
ditetapkan dalam alokasi transfer ke daerah dan dana
desa dalam APBN Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4
(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa
Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus
sebagai berikut:

AA per Desa = AAkab / {(2 * DST) + (1 * DT)}
Keterangan:
AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AAKab/kota = Alokasi Afirmasi Kab  Dalam
Lampiran Perpres mengenai Rincian
APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi
(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung
sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
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(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat
Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi
per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan
Jumlah Penduduk Miskin Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Desa Tertinggal dan
Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan.

Pasal 5
Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf ¢, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan
geografis yang bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6
Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 *

Z4)} * AF Kab

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa
kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap
Desa terhadap total penduduk miskin
Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa kabupaten.

z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

kabupaten.

AF Kab/Kota Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan data dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang statistik.
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Pasal 8
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Situbondo ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum
Dacrah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sectelah Dana Desa diterima di
Rekening Kas Umum Dacrah apabila persyaratan
penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling
lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua
puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat
minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat
puluh persen); dan

c. tahap lII paling cepat bulan Juli sebesar 40%
(empat puluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati
menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. tahap 1 berupa peraturan Desa mengenai APBDesa
dari Kepala Desa;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya dari Kepala Desa; dan

c. tahap Il berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II
dari Kepala Desa.

(5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b dan huruf ¢ dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
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(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

(7)

(8)

(1)

Desa sampai dengan tahap Il sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf ¢, menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh
lima  persen) dan  rata-rata capaian  output
menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen).

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output,
cara pengadaan, dan capaian output.

Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data,
kepala desa dapat memutakhirkan table referensi data
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

Dana  Desa  diprioritaskan untuk  membiayai

pelaksanaan  program dan  kegiatan  dibidang

pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat
desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan

Desa  yang ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan
untuk pelaksanaan program dan kegiatan

Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk
pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;

3. energi; dan

4. informasi dan komunikasi.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial
dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
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1. kesehatan masyarakat; dan

2. pendidikan dan kebudayaan.

C. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:

1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif
untuk ketahanan pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif
meliputi  aspek  produksi, distribusi dan
pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan  produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan; dan

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif
meliputi  aspek  produksi, distribusi dan
pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk
pemenuhan kebutuhan:

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,;

2. penanganan bencana alam; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam
Musyawarah Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan

Desa  yang  ditujukan untuk  meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan
untuk pelaksanaan program dan kegiatan

Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk
pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;

2. transportasi;

3. energi; dan

4. informasi dan komunikasi.
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b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial
dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. keschatan masyarakat; dan

2. pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:

1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif
untuk ketahanan pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif
meliputi  aspek  produksi, distribusi dan
pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan; dan

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif
meliputi aspek  produksi, distribusi dan
pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk
pemenuhan kebutuhan:

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2. penanganan bencana alam; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam
Musyawarah Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan
potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa
dapat menghidupi dirinya secara mandiri dengan
prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi :

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan = pengawasan
pembangunan Desa,;
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b. pengembangan  kapasitas di Desa meliputi
pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan
dan bimbingan teknis, dengan materi tentang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

¢. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
Desa;

c. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial
dasar di bidang pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempuan dan anak, serta
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota
masyarakat Desa penyandang disabilitas;

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;

g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
dan penanganannya,

h.dukungan permodalan dan pengelolaan wusaha
ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa
dan/atau BUM Desa Bersama,;

1. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh
kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga
ekonomi masyarakat Desa lainnya;

j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja
sama Desa dengan pihak ketiga; dan

k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa
dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

(5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan
Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan
oleh Bupati.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga
kerja dari masyarakat Desa setempat.
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Pasal 12
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa.
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan
atas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan  realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap
penyaluran kepada Bupati.
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling
lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap Il sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat
tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output
setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa
dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output
kepada Bupati untuk selanjutnya  dilakukan
pemutakhiran data pada aplikasi software.

(6) Bupati  dapat  mendorong  proses percepatan
penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
berkoordinasi dengan Kepala Desa.
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BAB VI
SANKSI

Pasal 14

(1) Bupati/wali kota menunda penyaluran Dana Desa,
dalam hal :

a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
dan/atau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh
aparat pengawas fungsional di daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa  tahap II tahun anggaran
berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa
tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati  melaporkan Dana Desa yang tidak
disalurkansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan
kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekornendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ disampaikan oleh aparat pengawas fungsional
di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana
Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimksud dalam Pasal 9.
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Pasal 15

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda
dalam hal:

a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
kurang dari atau sarna dengan 30% (tiga puluh
persen); dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (1) huruf
a dan huruf ¢ berlangsung sarnpai dengan berakhirnya
tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi
ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala
KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam
rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
rancangan APBD tahun anggaran berikutnya scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan
dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan
Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa
tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam
penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD
tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan
penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun
anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan
penyaluran sisa  Dana Desa tahap II yang belum
disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN
selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling
lambat mmggu ketiga bulan Juni tahun anggaran
berjalan.
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(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa
tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA
penyaluran DAK Fisik dan Dana desa menyalurkan
sisa Dana Desa tahap Il yang belum disalurkan dari
RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun
anggaran berjalan. ’

(9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan
penyaluran Dana Desa tahap Il sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum
disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi
Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Situbondo

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 2 9 DEC 2017

BUPATI SITUBONDO,

=

DADANG WIGIARTO

sesuai dengan Aslinya,
pada tanggal 2 9 DEC 201 /S EEKERLABAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH a7 ‘

KABUPATEN SITUBONDO, 5-1/ AXTA

|\ ANNAKUSUMA. S H.MSi

W W Bembina (IV/a)
LT U BOI3221 200604 2 009
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 66




LAMPIRAN Peraturan 'Bu
Tanggal :

Nomor :

&

y

ati Situbondo

DEC 2017

Tahun 2017

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SITUBONDO

TAHUN ANGGARAN 2018

( ribu rupiah )

Pagu DanaDesa per-Desa

No. Kecamatan Nama Desa
1 2 3 4
PATEGALAN 750.784
SEMAMBUNG 1.002.988
SUMBERANYAR 756.645
. e JATIBANTENG 946.145
: JATIBANTENG CURAHSURI 782.768
WRINGINANOM 759.319
KEMBANGSARI 1.005.721
PATEMON 817.017
WIDOROPAYUNG 965.453
SUMBEREJO 943.628
JETIS 944.264
BLIMBING 947.281
) BESUKI LANGKAP 845.450
BLORO 821.518
PESISIR 1.207.327
KALIMAS 840.695
BESUKI 1.296.920
DEMUNG 794,933
CEMARA 952,995
MOJODUNGKUL 754.499
GUNUNG MALANG 853.034
5 SUBOH GUNUNG PUTRI 1.161.802
SUBOH 798.407
DAWUAN 936.772
BUDUAN 898.179
KETAH 825.317
ALASBAYUR 762.138
SUMBERANYAR 752.024
CAMPOAN 767.036
4 MLANDINGAN TRIBUNGAN 919.421
SUMBER PINANG 732.298
SELOMUKTI 906.009
MLANDINGAN KULON 742.648
BUGEMAN 782.278
KENDIT 793.066
BALUNG 872.787
5 KENDIT TAMBAK UKIR 1.040.858
RAJEKWESI 822,746
KUKUSAN 809.681
KLATAKAN 1.097.928
PAOWAN 857.865
6 PANARUKAN SUMBERKOLAK 947.969
WRINGINANOM 768.588




1 2 3
KILENSARI 888.429
PELEYAN 763.158
ALASMALANG 732.211
DUWET 761.872
GELUNG 734.038
KALIBAGOR 798.621
. SITUBONDO KOTAKAN 814.740
TALKANDANG 834.724
OLEAN 1.018.966
SLIWUNG 953.616
BATTAL 773.786
KLAMPOKAN 767.187
JUGLANGAN 739.940
3 PANJI PANJI KIDUL 962.032
PANJI LOR 737.004
TOKELAN 708.859
CURAH JERU 844.763
TENGGIR 822.450
KAYU PUTIH 744,921
TANJUNG GLUGUR 743.391
MANGARAN 742.805
TANJUNG KAMAL 989.146
0 MANGARAN SEMIRING 792.268
TANJUNG PECINAN 789.441
TREBUNGAN 960.800
KANDANG 989.301
CURAHCOTTOK 755.484
PELEYAN 796.406
WONOKOYO 752.321
0 KAPONGAN SLETRENG 835.682
LANDANGAN 766.598
KAPONGAN 714.569
KESAMBIRAMPAK 745.390
GEBANGAN 945.213
POKAAN 783.352
KAYUMAS 1.082.337
BAYEMAN 766.053
KETOWAN 849.884
KEDUNGDOWO 780.344
M ARJASA JATISARI 1.258.794
CURAHTATAL 1.011.435
ARJASA 756.912
LAMONGAN 787.359
SOPET 1.162.487
CURAH KALAK 742.926
PALANGAN 1.002.381
) JANGKAR 960.817
12 JANGKAR GADINGAN 729.330
KUMBANGSARI 745.257
PESANGGRAHAN 763.191
AGEL 959.178
KEDUNGLO 890.763
13 ASEMBAGUS BANTAL 1.029.554
AWAR-AWAR 757.517




1 2 3 4
PARANTE 789.128
TRIGONCO 732.969
KERTOSARI 841.600
MOJOSARI 866.371
ASEMBAGUS 824.030
GUDANG 736.326
WRINGINANOM 860.394
WONOREJO 773.791
SUMBERANYAR 1.602.532
14 BANYUPUTIH SUMBEREJO 958.956
BANYUPUTIH 900.025
SUMBERWARU 947.730
TAMANKURSI 964.369
SUMBERARGO 776.249
TAMANSARI 1.092.637
KALIREJO 932.300
15 SUBMBERMALANG |BADERAN 871.232
ALASTENGAH 968.192
TAMAN 999.365
TLOGOSARI 1.073.930
PLALANGAN 963.855
LUBAWANG 1.045.210
KALISARI 1.081.745
TEPOS 764.373
16 BANYUGLUGUR |SELABANTENG 797.381
BANYUGLUGUR 786.277
TELEMPONG 753.014
KALIANGET 1.092.055
PATEMON 801.592
SUMBER TENGAH 958.948
SELOWOGO 829.864
17 BUNGATAN MLANDINGAN WETAN 772.646
BUNGATAN 835.037
BLITOK 758.164
PASIR PUTIH 852.897
Total 115.130.385

BUPATI SITUBONDO,

=

DADANG WIGIARTO




